
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  27  TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI・ IA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang . a. bahwa berdasttkan Peraturarl Gubernur Sumatera

Utara Nomor 21 Tahun 2021 sebagttana telah

diubah dengan Peraturan Gube■ ■.ur Sumatera Utara

Nomor 25 Tahun 2021 telah ditetapkan Pcttabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan darl Belatta Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkarL Bab II h―f D arlgka 4 huruf a

Larnpirarl Peraturarl Menteri DalaFn Nege重 Republik

lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  yang

menyatakan bahwa belanJa tidak terduga digunakan

untuk menganggarkan pengelunran untuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak

dapat dipFedikSi sebelumnya dan pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas pcnerilnaan dacrah tahun―

tahun sebelumnya serta untuk bantuan sOsial yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D arlgka 4 hurLLf k

Lttmpran Peraturan Mienteri Dalam Nege二 Republik

lndonesia NomoF 77 Tahun 2020 tentang PedomarL

Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  yang

b.

C.



d.
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menyatakan bah、va tata cara penggunaan bclatta

tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak

dilakukan melalLli pergeseran anggaran dari belalll」 a

tidak terduga kepada bclan」 a sKPD/Unit SKPD yang

membidangi;

bahwa berdasarkan Bab VI h■ lruf D angka l huruf i

Lampiran Pcraturan ⅣIenteri Dalam Negeri Republik

lndoncsia Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedOman

Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rl■enyatakan

bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan scbelum

perubahan APBD, pergeseran/pcrubahan anttgaran

ditampung dalam Perda Perubahan APBD.Jika

pergcseran tersebut dilakukan setelah perubahan

APBD,dilakukan dalanl Laporan Realisasi Anggaran;

bahwa dalarn rangka mcmbcrikan bantuan terhadap

bencana alam banjir di Kabupaten Mandailing Natal

dan Kabupaten Nias Utara scrta untuk pernbiε yaan
hotel karantina pelaku pettalanan dinas luar negeri,

perlu pergeseran anggaran belatta tidak terduga

kepada belan」 a  Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sumatera Utara,

bah、va  berdasarkan  pertirnbangan  sebagairnana

dirnaksud dalam h■ lruf a,huruf b,hur■lf c,huruf d,

dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tcntang Pcrubahan Kcdua Atas Peraturan Gubernur

Sumatcra Utara NorrLor 21 Tahun 2021 tentang

Pen」 abaran PerLLbahan Anggaran Pcndapatan dan

Belatta Dacrah PrOvinsi Surnatera Utara Tahun

Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6)Undang― Undang Dasar Negara
Republik lndonesia 1945;

Undang― Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Perrlbentukan Daerah OtOnorn Propinsi Atteh dan

PcrLlbahan Peraturan Pelnbentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik lndOnesia Tahun

1956 Nomor 64,Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik

lndonesia Nomor l103};

e.

Mengingat

2.

1.
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Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kcuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

lndoncsia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang― Undang Nomor  l Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lerl■ baran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang一 Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggunga、ァab

Keuangan  Negara  (Lernbaran  Negara  Republik

lndonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan

Lembaran Negara Repllblik lndonesia Nomor 4400);

Undang― Undang Nomor 25 Tal・lun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,

TaFnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

Undang― Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004  Nomor  128, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor 4438);

Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbarall Negara Republik

lndonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tarnbahan
Lclnbaran Negara Rep■lblik lndonesia Nomor 5587)

sebagailnana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang― Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pcrubahan Kedua atas Undang一Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah(Lembaran

Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Norlllor 55 Tahun 2005 tentang

Dana  Perimbangan  (Lcmbaran  Ncgara Republik

lndonesia Tahul1  2005 Nomor  137, Tmbahan

Lcrnbaran Negara Republik lndOnesia Nomor 4575);

9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem lnforrl■ asi Keuangan Daerah(Lel■ lbaran Negara

Reptlblik  lndonesia  Tahun  2005  Nomor  138,

Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndonesia

Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem lnforFnaSi Keuangan

Daerah(Lcmbararl Ncgara Rcpublik lndorlesia Tahtln

2010 Nomor  l10, Talllbahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5155);

Pcraturan Pcrllerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pclaporan Keuangan dan Kil■ ctta lnstansi Pcmcrintah

(Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4614):

Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan   dan   Penga、
～
rasan   Pcnyelenggaraan

Pernerintah DaeFah (Lel■ baran Negara Republik

lndonesia  Tahun  2017  Nornor  73,  Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6041);

Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Adlninistratif Pirnpinan dan

Anggaran  Dewan  Perwakilan  Rattat  Daerah

(Lerrlbaran Negara RepLlblik lndonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Len■ baran NegaFa Republik

lndonesia Norllor 6057);

Pcraturan Pemcrintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan TLlgas dan Wewenang GubernuF Sebagai

Wakil Perncrintah Pusat(Lclnbaran Ncgara Rcpublik

lndonesia Tahun  2018  Nomor  109, Tambahan

Lernbaran Negtta Republik lndonesia Nornor 6224);

Peraturan Pelrlerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang

Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

Peraturan Lこenteri Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pcdoman Pc,yusunan

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun

Alllggaran 202 1;

12.

13.

14.

15.

16.
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17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatcra Utara(Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera

Utara Tahun 2016 Nolnor 6, Tambahan Lcmbaran

Daerah Pro宙nsi Surl■ atera Utara Nolllor 32);

Peraturan Gubernur Nornor 21 Tahun 2021 tentang

PCl■」abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belatta Daerah Pro宙 nsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2021(Berita Daerah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun 2021 Nomor 21);

Pcraturan Gubernur Nomor 25 Tah■ln 2021 tentang

Pcrubahan Atas Pettabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belan」a Daerah PrOvinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2021(Berita Dacrah Provinsi

Sulnatera Utara Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan i PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR

21 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELAN」 A  DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Kctentuan Pasa1 3 dalam Peraturan Gubern■ lr Sumatera

Utara Nornor 21 Tahun 202 1 tentang Pettabaran Perubahan

Anggaran  Pendapatan  dan  Belal■ Ja  Daerah  PrO、 insi

Surnatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Provinsi  Surnatera  Utara  Tahun  2021  Nomor  21)

sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Gubcrnur

Surnatcra Utそra Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas PeFaturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun

2021 tcntang Pen」 abaran PeFubahan Anggaran Pendapatan

dan Belatta Daeral■  Provinsi Sumatcra Utara Tahun

Anggaran 2021(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2021 Nornor 25)diubah SChingga bcrbunyi sebagai

berikut i

18.

19.
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

YangDiklasi{ikasi menurut Kelompok,

Jenis, Ot'jek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD2. Lampiran II
Menurut Urt.san Pemerintahan

Daerah,Organisasi,PFOgralm,Ke」 atan,

Sub Kegiatan,    Kelornpok,  」cnis,

Ottek,Rincian Ottek, Pendapatan,

Belatta,dan Pernbiayaan;

3.Larl■ piran III   Daftar   Ntta    Pcnerima, Alamat

Penerirna,dan Besaran Hibah;

4.Lalnpiran IV   Daftar Narna Perlcrima, Alamat

Penerirna,dan Besaran Bantuan Sosial;

5。 Lampiran V   Daftar Nama Calon Penerima,Alamat

Penerirna,dan   Besaran Alokasi

Bantuan Kcuangan Bersifat Umum yang

ditcrima serta SKPD Pcrnberian Bantuan

Keuangan;

6.Lampiran VI    Daftar Nalrla Calon Penerima, Alamat

daa Besaran Perubahan Alokasi

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada

Pemerintah Kabupaten f I{ota;

7 " Lampiran VIi Rincj.an Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/Tambahan DBH-tulinyak dan Gas

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,



9. Lampiran IX
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Sub Ke」atan,Kelornpok,Jenis,0範 ek,

Rincian Ottek,Pendapatan,Belatta dan

Pembittaan;

Rincian Dana Tambahan lnfrastuktur

卜Iellurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi,Progran■ ,Kegiatan,Sub

Kegiatan,  Kelompok,  Jenis,0可 ek,

Rincian Ottek PCndapatan,Bclan」 a dan

Pembia)raani

Sinkronisasi Kebな akal■ Pemerintah

Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah

Perbatasan lDalam Rancangan Peraturan

Daerだ遣l tentang APBD dan Rancangan

Peraturan   Kepala  Dacrah tcntang

Pen」 abaran   APBD dengan Prograrll

Prioritas Perbatasan Negara.

10. Lampiran X

Pasal II

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada talllggal diundangkan.

AgaF Setiap orang lncngetahuinya,memcrintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan pencrnpatannya dalalFI Berita Dacrah Provinsi Sumatera

Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP.197104131996031002

Ditetapkan di ⅣIedam

pada tangga1 24 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di ⅣIedan

pada tangga1 24 Desember 2021

町。SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSISUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27


